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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bah wa u n tuk m elaksanakan ketentuan Pa sal 5 Peratu ra Daerah 
Nomor 7 Tahun 2 01 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangk a t Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan P ra turan Daerah Kabupaten Ta sikmalaya 
Nomor 3 ahun 20 2 1 te tang Perl bahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikm a laya Nomor 7 Tahun 20 16 tentang 
Pem bentukan da n ... sunan Perangkat Daerah an Pasal 93 
Peratu an Bupati r sik mal y Nom or 39 Tahun 202 1 tentang 

edudukan, Su sunan Organisasi, Tugas da n Fun s i Perangkat 
Daerah, perlu menetapkan Pera turan Bupati Ta sikmalaya 
tentang Tugas a n Fungsi i as Kesehatan. 

1. Unda ng-Unda ng Nom.or 14 Tahun 1950 t n tang Pembentukan 
Daera -Daerah Ka b paten Dalam Lin gk ngan Pr pinsi Djawa 

Ba ra t Berita Nega ra Rep b lik In done ia Tahun 1950), 
sebaga imana telah iubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Ta hun 1968 ten tang Pem bentukan Kah pate Purwakarta dan 
Kabupaten Su bang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1950 tentang Pemben tukan Daerah-Daerah 
Kabupat Da lam Lingku gan Propinsi Djawa Barat 

(Lembaran Nega ra ep blik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 

20 16 ten tang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 

20 16 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3); 

6 . Pera turan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tah un 2016 tentang Pembentukan d an Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tas ikmalaya 

Tahun 201 6 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa 

k ali, terakhir dengan Peraturan Daerah Ka bupaten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
atas Pera turan Daerah Kabupaten Tasikma laya Nomor 7 
Tahun 2016 tenta n g Pembentukan dan Susu nan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabu paten Tasikmalaya Tahun 

2021 Nomor 3); 
7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

Kedu dukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 
Nomor 39); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS 
KESEHATAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
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2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. 
5. Kepala adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. 
6 . Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD a dalah unit 

pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. 
7. Kelompok Jabatan Fungsional ada lah jabatan pegawai negeri sipil yang 

melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan 
pada keahlian danl ata u keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasa12 

Susunan organisa si Dinas, terdiri dari: 
a. Kepala ; 
b . Sekretariat, terdiri a as: 

1. Subba gian Perencanaan, Evaluasi da n Pelaporan; 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. SUbbagian Keu angan. 

c. Bidang Layanan Kesehata n, terdiri a tas: 
1. Seksi Kesehatan Masyarakat; 
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan 
3. Seks i Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan. 

d. Bidang Fa silitas Pendukun g Layanan Kesehatan, terdiri atas : 
1. Seksi Sarana Prasarana Kesehatan; 
2. Seksi Obat dan Alat Kesehatan; dan 
3. Seksi Data dan Informasi Kesehatan . 

e. Bidang Pengawa san Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha, terdiri 

atas: 
1. Seksi Pengawasan Mutu Pelayanan Kesehatan; 
2. Seksi Pengawasan Usaha Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan 
3. Seksi Pengawasan Usaha Makanan dan Minuman. 

f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat, terdiri atas: 
1. Seksi Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan; 
2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan; dan 
3. Seksi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; 
h . Rumah Sakit Daerah; dan 
i. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 
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Bagian Kedua 
Rincian Tugas Unit dan Fungsi 

Paragraf 1 
Kepala 

Pasal3 

(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok 
memimpin, merumuskan, merencanakan, mengadvokasi, mengatur, 
mengoordinasikan, mengelola, m embina, m engawasi, mengendalikan dan 
mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bida ng k esehatan . 

(2) Dalam m enyelenggara kan tugas pokok sebaga imana dima ksud pada aya t (1) 
Kepala Din as mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan kepemimpinan legal formal urusan pemerintahan bidang 

kesehatan tingkat Kabupaten Tasikmalaya; 
b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan operasional Dinas dan pen iapan 

baha n kebijakan strategis bidan g kesehatan; 
c. Penyelenggaraan peren canaan s trategis dan operasional bidang keseh a tan; 
d. Penyelenggaraan a dvokasi keseh atan pada institusi pemerinta h dan 

lembaga p ublik masyarakat; 
e. Penyelenggaraan pengaturan pelaksanaan sistem pelayanan keseh atan di 

Kabupaten Tasikmalaya; 
f. Penyelenggaraan k oordinasi dan k eterpa du an upaya kesehatan promotif, 

preven tif dan kuratif yan g dilakukan oleh institusi pem erin tah dan 
masya rakat; 

g. Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya k eseh atan Dinas dan institusi 
kesehatan lain d ibawah jajarannya; 

h. Penyelen ggaraan pembinaa n institusi pejaba t struktural Din a s , pejabat 
fungsional beser ta instansi kesehatan jajarannya; 

1. Penyelenggaraan pen gawa san implementasi regulas i dan kebijakan 
kesehatan pada institusi pelayanan kesehata n dan u saha masya rakat yang 
memiliki dam pak kesehatan; 

J. Penyelenggaraan pengenda lian opera sion al institusi Dinas beserta instansi 
JaJarannya; 

k. Penyelenggaraa n eva lu a si implementas i pemba n gunan bidang kesehatan. 
(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempunyai rincian tugas m elipu ti: 
a. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan 

anggaran Dinas; 
b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan operasional teknis dan 

manajemen yang bersifat lokal kabupaten; 
c. Menyiapkan rumusan bahan kebijakan strategis urusan pemerintahan 

bidang kesehatan; 
d. Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis jangka pendek, menengah 

dan panjang bidang kesehatan; 
e. Menyelenggarakan penyusunan rencana operasional program-program 

kesehatan; 
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f. Menyelenggarakan upaya advokasi pada pimpinan institusi pemerintah 
setingkat dan atau diatasnya serta pada pimpinan lembaga publik 
masyarakat; 

g. Menyelenggarakan rilis resmi informasi di bidang kesehatan; 
h. Menyelenggarakan pengaturan pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar 

dan pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan kesehatan dan upaya 
kesehatan berbasis masyarakat baik pada upaya kesehatan perorangan 
maupun upaya kesehatan masyarakat; 

1. Menyelenggarakan upaya koordinasi dan keterpaduan upaya kesehatan 
promotif, preventif dan kuratif; 

J. Menyelenggarakan pengelolaan aset, tenaga dan anggaran kesehatan yang 
dimiliki Dinas dan institusi kesehatan jajarannya; 

k. Menyelenggarakan pembinaan institusi, pejabat struktural Dinas 
Kesehatan, pejabat fungsional beserta instansi kesehatan jajarannya; 

1. Menyelenggarakan pengawasan implementasi regulasi dan kebijakan 
keseh atan pada institusi pelayanan keseha tan dan usaha masyara ka t yang 
memiliki dampak kesehatan; 

m. Menyelenggarakan pengendalia n operasional upaya/program/ kegiatan 
kesehatan dan manajemen umum pada institusi Dinas beserta instansi 

JaJ a ran nya; 
n. Menyelenggarakan evaluasi implemen tasi pembangunan bidang kesehatan; 
o. Menyelenggara ka n pengukuran , pencapaian, evaluasi dan pelaporan 

aku nta bilitas kinerja Dina s beserta institusi kesehatan jajarannya; dan 
p. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan; 
q. Menyelenggaral<:an koordinas i kebij a kan operasional pengelolaan Rumah 

Sak it Daerah ; 
r. Menyelenggaraka n pembinaan teknis dan kebijakan operasional Unit 

Pela ksan a Teknis Daerah dan pengembangan kelompok jabatan fu ngsional; 
dan 

s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 2 
Sekretariat 

Pasa14 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas 
pokok menyelenggarakan kesekretariatan Dinas Kesehatan yang mencakup 
perencanaan, evaluasi kinerja institusi, penganggaran kesehatan, administrasi 
keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, administrasi 
barang/ jasa dan pengelolaan aset milik daerah serta pelayanan BLUD 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sekretariat mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan penyiapan bahan kebijakan operasional kesekretariatan 

Dinas dan penyiapan bahan kebijakan strategis bidang kesehatan; 
b. Penyelenggaraan perencanaan program kesehatan; 
c. Penyelenggaraan penganggaran kesehatan; 
d. Penyelenggaraan evaluasi kinerja Dinas; 
e. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian, umum dan barang/ jasa serta 
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pengelolaan aset milik daerah pada Dinas dan UPTD; 
f. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dinas dan pelayanan Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) . 
(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja sekretariat; 
b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program 

Dinas; 
c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keua ngan; 
d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja; 
e. Menyelen ggarakan pengendalian administra s i bela nja; 
f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksan aan ; 
h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapa n ; 
1. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumen tasian 

peraturan perundang-undanga n , pen gelolaan perpustakaan, protokol dan 
hubungan masyaraka t; 

J. Menyelenggarakan koordinasi penguku ran kin erja Dinas dan tiap-tiap unit 
kerja di Dinas; 

k. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja 
pemerintah, la poran keterangan pertanggungjawaban dan 
penyelenggaraan pem erintahan daerah Dinas; 

l. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; 
m. Me l.yelenggarakan pembinaan jabatan fungsional; 
n. Menyelenggara kan pelaporan dan evaluasi kegiatan sekretariat; 

instansi 
laporan 

o. Men yelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan; 

p. Menyelenggarakan koordina si dengan u nit kerja terkait; dan 
q. Menye1enggarakan tu ga s k edinasan lainnya. 

(4) Sekretariat terdiri a tas: 
a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi da n Pelaporan; 
b. Subbagia n Umum Dan Kepegawaian ; dan 
c. Subbagian Keua ngan . 

Pa sa15 

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi da n Pelaporan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyusunan bahan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan koordinasi 
pengukuran kinerja serta pelaporan Dinas. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, 

evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja din as dan tiap-tiap 

unit kerja di Dinas; 
c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan 

kerja; 
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d. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan 
teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan 
pelaporan dan evaluasi kinerja dinas; 

f. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 
pelaksanaan tugas; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasa1 6 

(1) SUbbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (4) huruf b m empunyai tugas pokok m elaksa naka n pengelolaan 
ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga 
ser ta a dministrasi kepegawaian di lingkungan Dinas. 

(2) Da lam menyelengga rakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada aya t (1) 

Subbagian Umum dan Kepegawaian m empunyai rincian tugas meliputi: 
a. Mela ksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijaka n teknis 

lin gkup Subbagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Mela ksanakan penyusunan bahan rencan a kebutuhan sara n a dan 

pra sarana kantor; 
c. Me1aksan a kan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan 

pra sarana kantor, pen ggandaa n dan keaman an dalam; 
d. Melaksanakan pengelolaan dan penyim panan ba rang milik daerah; 
e. Melaksanakan pengelolaan arsip , p enataan dokumen, surat m enyurat dan 

ekspedisi dinas; 
f. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat; 
g. Melak sanaka n penyia pan ba han pengaturan acara rapa t dinas, 

keprotokolan dan hubungan masyarakat; 
h. Melak sanakan penyusunan baha n koordinasi pengelolaan nask ah produk 

huku m ; 
1. Melak sanakan koordinasi pembinaa n, penyusunan dan evalu a si standar 

operasional prosedur tiap-tiap unit kerja; 
J. Melaksan aka n penyusunan da n pengelolaan data kepegawaian Dinas; 
k. Melaksanakan penyiapa n bahan pembin aan da n d isiplin pegawai, 

peningkatan k esejahteraan pegawa i dan pengembangan karir pegawai; 
1. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja 

pegawm; 
m. Melaksanakan pengelolaan adminis tras i perjalanan dinas; 
n. Melaksanakan penyusunan ba han evaluasi dan pelaporan hasil 

pelaksanaan tugas; dan 
o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 7 

(1) SUbbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c 
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, 
penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban 
keuangan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi: 
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a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis 
lingkup Subbagian Keuangan; 

b. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Dinas; 
c. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas; 
d. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang 

keuangan; 
e. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas; 
f. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan 

keuangan Dinas; 
g. Melaksanakan perbendaharaan keuangan; 
h. Melaksanakan penyiapan baha n kebijakan teknis penga turan tarif 

pelayanan kesehatan dan pengelolaan PPK BLUD Puskesmas; 
1. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuanga n; 
J. Melaksanakan pen atausahaan belanja Dinas dan UPTD; 
k. Mela ksanakan ver ifikasi keuangan; 
1. Mela ksanakan penyusun a n bahan evaluasi dan pelaporan hasil 

pe laksanaan tugas; dan 
m. Melaksanakan tugas kedinasan la innya. 

Paragraf 3 
Bidang Laya nan Kesehatan 

Pa sa1 8 

(1) Bidang Layanan Keseh a tan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c 
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusa n dan pela ksanaan 
kebijaka n teknis, pembin aan , pemantauan, penyediaan layanan kesehatan 
untuk Upaya Kesehatan Masyaraka t (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan 
(UKP) Rujukan Tingkat Daerah. 

(2) Dalam m enyelen gga rakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Layanan Kesehatan mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan penyusunan ba han kebijakan penyediaan layanan Upaya 

Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP); 
b. Penyelenggaraan pelayanan keseh atan pada sasaran ba i, balita, anak 

sekolah, ibu, usia lanjut, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, 
kesehatan kerja dan keseh a tan olah raga; 

c. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak 
menular serta pengelolaan surveillans dan penanggulangan KLB j wabah; 
dan 

d. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, 
kesehatan khusus dan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, 
penelitian kesehatan dan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu 
(SPGDT). 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Layanan Kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Layanan Kesehatan; 
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b. Menyelenggarakan penyusunan bahan perurnusan kebijakan 
penyelenggaraan pengelolaan upaya kesehatan perorangan dan upaya 
kesehatan rnasyarakat; 

c. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penyediaan layanan 
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan 
(UKP); 

d. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada sasaran bayi, balita, anak 
sekolah, ibu, usia lanjut, gizi rnasyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan 
kerja, dan kesehatan olah raga; 

e. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan penyakit rnenular dan tidak 
rnenular s erta pengelolaan surveillans; 

f. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, 
kesehatan khusus dan pengelolaan jarninan kesehatan rnasyarakat, 
pen elitian kesehatan dan Sis tern Penanganan Gawat Darurat Terpadu 
(SPGDT); 

g. Menyelenggarakan pernantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksana an tugas 
B idan g Layanan Kesehatan; dan 

h. Menyelenggarakan tugas ked inasan lainnya. 
(4) Bidang Layanan Keseh atan, terdiri a tas: 

a. Seksi Kesehatan Masyarakat; 

b. Sek si Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan 
c . Sek si Pelayanan dan Pernbiayaan Kesehatan. 

Pasa1 9 

(1) Seksi Kesehatan Masyarakat sebagairnana dirna ksud d a lam Pasal 8 ayat (4) 
huruf a rnernpunyai tugas pokok rnelaksanakan penyiapan kebijaka n teknis 

dan p elaksanaan pelayanan kesehatan pada s asaran bayi, balita, anak 
sekolah, ibu, usia lanjut, gizi rna syarakat , kesehatan lingkungan, kesehatan 
kerja, k eseha tan kerja dan kesehatan olah raga. 

(2) Dalarn rnenyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
Seksi Kesehatan Ma syarakat rnernpunyai rincian tugas rneliputi: 
a. Melaksanak an p enyiapan bahan perencanaan dan k ebijakan teknis lingkup 

Seksi Kesehatan Masyarakat; 
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pelayana n kesehatan pada 

sasaran bayi, balita, anak sekolah, ibu, usia lanjut, gizi rnasyarakat, 
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga; 

c. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil; 
d. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin; 
e. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 
f. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan balita; 
g. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan 

dasar; 
h. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 
1. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi rnasyarakat; 
J. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga; 
k. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan; 
1. Melaksanakan penyelenggaraaan kabupaten sehat; 
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m. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi pelayanan 
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; 

n . Melaksanakan pengawasan, penyusunan dan penerapan standar 
operasional prosedur terhadap pelaksanaaan kegiatan lingkup Seksi 
Kesehatan Masyarakat; 

o. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesehatan Masyarakat; 
dan 

p . Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 10 

(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dima ksud dalam 
Pasal 8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 
bah a n perumusan dan pelaksanaan k ebijakan teknis, pelayanan kesehatan 
penya k it menular dan tidak menular serta pengelolaan surveillan s dan 
pena nggulangan KLB I wabah 

(2) Dalam m enyelenggarakan tugas pokok sebagaimaJ.1.a dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Pencegahan dan Pengen dalian Penyakit mempunyai rincian tugas 
meliputi : 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijaka n teknis 

lingkup Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 
b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pelayanan kesehata n penyakit 

menular dan tidak menular serta pengelolaan surveillans dan 
penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah; 

c. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif; 
d. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hiperten si; 
e. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes 

Mellitus; 
f. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan 

jiwa berat; 
g. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Den gan Masalah 

Kesehata n Jiwa (ODMK); 
h. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA; 
1. Melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasilitas pelayanan 

kesehatan dan sekolah; 
J. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga 

Tuberkulosis; 
k. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko 

terinfeksi HIV; 
1. Melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular; 
m. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada 

Kondisi KLB; 
n. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak 

krisis kesehatan akibat bencana danl atau berpotensi bencana; 
o. Melaksanakan pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan 

pasca krisis kesehatan; 
p. Melaksanakan pengelolaan surveilans kesehatan; 
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q. Melaksanakan pengambilan dan penglnman speSlmen penyakit potensial 
KLB ke laboratorium rujukanj nasional; 

r. Melaksanakan investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan 
pasca imunisasi dan pemberian obat massal); 

s. Melaksanakan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah; 
t . Melaksanakan pengawasan, penyusunan dan penerapan standar 

operasional prosedur terhadap pelaksanaaan kegiatan lingkup Seksi 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 

u. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit; dan 

v. Mela ksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 11 

(1) Sek si Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 
PasEtI 8 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 
baha n perumusan kebijakan teknis dan pelayanan kesehatan dasar, 
kesehatan rujukan, kesehatan khusus dan pengelolaan jaminan kesehatan 
masyarakat, penelitian kesehatan dan Sistem Penanganan Gawat Darurat 
Terpadu (SPGDT); 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Pelayan an dan Pembiayaan Kesehatan mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Melak sanakan penyusunan bah an perencanaan dan ke bij akan teknis 

pelayanan dan pembiayaan kesehatan Seksi Pelayana n dan Pembiayaan 
Kesehatan; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pelayanan kesehata n dasar, 
kesehatan rujukan, kesehatan khusus dan pengelolaan jaminan kesehatan 
masyarakat, penelitian kesehatan dan Sistem Penanganan Gawa t Darurat 
Terpa du (SPGDT); 

c. Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisonal, akupuntur, 
asuhan mandiri dan tradisional la innya; 

d. Melaksanakan pengelolaan upaya kesehatan khusus meliputi : kesehatan 
gigi dan mulut, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan indera, PIS­
PK serta kesehatan matra; 

e . Melaksanakan penyediaan telemedicine di fasilitas pelayanan kesehatan; 
f. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan penganggaran operasional 

pelayanan rumah sakit; 
g. Melaksanakan perencanaan dan penganggaran operasional pelayanan 

puskesmas; 
h. Melaksanakan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya; 
1. Melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat; 
J. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait program 

jaminan kesehatan masyarakat; 
k. Melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan nasional tentang biaya 

premi asuransi JKNjKIS bagi peserta yang didaftarkan Pemerintah Daerah; 
1. Melaksanakan kerjasama dengan lintas sektor terkait peserta dan biaya 

pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan masyarakat; 
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m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pembinaan Puskesmas 
penyelenggaraan jaminan kesehatan; 

n. Melaksanakan penerimaan berkas, verifikasi dan menyusun berita acara 
klaim jampersal dari Puskesmas dan Rumah Sakit; 

o. Melaksanakan penerimaan berkas, verifikasi dan menyusun berita acara 
klaim pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dari Rumah Sakit bagi 
masyarakat tidak mampu yang belum memiliki jaminan Kesehatan JKNj 
KIS; 

p. Melaksanakan pengelolaan data calon peserta JKNjKIS yang didaftarkan 
oleh Pemerintah Daerah; 

q. Melaksana kan pengelolaan administrasi keuangan jaminan kesehatan 
m a syarakat; 

r. Melaksanakan pengadaan rumah singgah bagi pasien; 
s. Melaksanakan pengelolaan penelitian kesehatan; 
t. Melaksanakan penyediaan dan p engelolaan Sistem Penanganan Gawat 

Darurat Terpadu (SPGDT); dan 
u. Mela ksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

h a sil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pelayanan dan Pembiayaan 
Kesehatan; dan 

v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 4 
Bidang Fasilitas Pendukung Layanan Kesehatan 

Pasal 12 

(1) Bidang Fasilitas Pendukung Layanan Kesehata n sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf d mem punyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan 
kebijakan teknis penyediaan fasilitas pendukung upaya keseha tan yang 
mencakup Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan 
Perorangan (UKP). 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana d imaksud pad a ayat (1), 
Bidang Fasilitas Pendukung Layanan Kesehata n mempunyai fungs i: 
a. Penyelenggaraan penyiapan bahan kebijakan penyediaan fasilitas 

pendukung upaya kesehatan yang mencakup Upaya Kesehatan 
Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP); 

b. Penyelenggaraan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; 
c. Penyelenggaraan pengelolaan obat, vaksin, a lat kesehatan dan bahan habis 

pakai; dan 
d. penyelenggaraan sistem informasi kesehatan. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Fasilitas Pendukung Layanan 
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Fasilitas Pendukung Layanan Kesehatan; 
b . Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan penyediaan fasilitas 

pendukung upaya kesehatan yang mencakup Upaya Kesehatan 
Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP); 
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c. Melaksanakan pembangunan rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan 
lainnya dan rumah dinas tenaga kesehatan; 

d. Menyelenggarakan pengembangan rumah sakit, puskesmas, fasilitas 
kesehatan lainnya; 

e. Menyelenggarakan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit, puskesmas, 
fasilitas kesehatan lainnya dan rumah dinas tenaga kesehatan; 

f. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan 
pendukung fasilitas pelayanan kesehatan; 

g . Menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, vaksin, 
alat kesehatan dan bahan habis pakai; 

h. Menyelenggarakan pemeliharaan dan ka libra si alat kesehata n; 
1. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi kesehatan; 
J. Menyelenggarakan pengelolaan s istem informasi kesehatan; 
k. Menyelenggarakan pengadaan a lat/ perangkat sistem informasi kesehatan 

dan jaringan internet; 
1. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Fa silitas 

Pendukung Layanan Kesehatan ; dan 
m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Fasilitas Pendukung Layanan Kesehatan, terdiri atas: 
a. Sek si Sarana Prasarana Kesehatan; 
b. Sek si Obat da n Alat Kesehatan; dan 
c. Seksi Data dan Informasi Kesehatan. 

Pasal 13 

(1) Seksi Sarana Prasarana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyia pan bahan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyediaan fasilitas pelayanan 
kesehata n 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Sarana Prasarana Kesehatan mempunyai rincian tugas m eliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bah an perenca naan dan kebijakan teknis 

lingkup Seksi Sarana Prasarana Kesehatan; 
b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pembangunan fasilitas 

pelayanan kesehatan; 
c. Melaksanakan pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana 

pendukungnya; 
d. Melaksanakan pembangunan puskesmas; 
e . Melaksanakan pembangunan fasilitas kesehatan lainnya; 
f. Melaksanakan pembangunan rumah din as tenaga kesehatan; 
g. Melaksanakan pengembangan rumah sakit; 
h. Melaksanakan pengembangan puskesmas; 
1. Melaksanakan pengembangan fasilitas kesehatan lainnya; 
J. Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit; 
k. Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas; 
1. Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya; 
m. Melaksanakan pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan; 
n. Melaksanakan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan 

kesehatan; 
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o. Melaksanakan pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan; 
p. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan 

kesehatan; dan 

q. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Sarana Prasarana Kesehatan; dan 

r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 14 

(1) Seksi Obat dan Alat Kesehatan sebaga iman a dimaksud da lam Pa sal 12 aya t (4) 
huruf b mem punyai tugas pokok m elaksanakan penyiapan bahan penyusunan 
kebijakan , pelaksa naa n pengelolaan oba t , va ksin, ala t keseha tan dan bahan 
habis pakai 

(2) Da lam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimak sud pada ayat (1) 
Sek si Obat da n Alat Kesehatan mempunyai rincian tugas m eliputi : 
a. Melaksanakan penyusuna n bahan perencanaan dan kebijakan teknis 

lingkup Seks i Obat dan Alat Kesehatan; 
b . Melaksana kan penyiapa n bahan kebijakan pengelola an oba t , va ksin , a lat 

k eseh ata n dan bahan m edis habis pakai; 
c. Melaksanakan peren canaan pengadaan obat, va ksin , a la t keseha tan, dan 

bah an m edis h a bis pakai; 
d. Melaksanakan pengadaan obat, vaksin, alat keseh atan, dan bahan m edis 

habis pakai; 
e. Melaksan a kan pengadaan dan pemeliharaan alat ka libra si; 
f. Melaksanakan pemeliharaan rutin dan ber kala alat keseh a tan/ ala t 

pen u njang m edik fasi litas pelayanan kesehatan; 
g. Mela ksana kan penyusunan bah an pem antauan , evalu a si dan pela poran 

has il pelaksanaan tu gas lingkup Seksi Gbat da n Ala t Kesehatan; dan 
h . Melak sanakan tugas k ed ina san lainnya . 

Pa sal 15 

(1) Seksi Data d an Inform a s i Kesehatan sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (4) huruf c mempu nyai tuga s pok ok m elaksa nakan penyiapan bahan d a n 
kegiatan pelak sanaan penyediaan data dan informa si keseh a tan serta p rofiling 
keadaan status kesehata n dan determinan keseha tan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok , Sek s i Data dan Informasi Kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi : 
a. Melaksanakan penyusunan ba han perencanaan lingkup Seksi Data dan 

Informasi Kesehatan; 
b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan penyediaan data dan in formasi 

kesehatan serta profiling keadaan status kesehatan dan determinan 
kesehatan; 

c. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi kesehatan; 
d. Melaksanakan penyusunan profil status kesehatan dan determinan 

kesehatan; 
e. Melaksanakan desiminasi informasi kesehatan; 
f. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi kesehatan; 
g . Melaksanakan pengembangan sistem informasi kesehatan; 
h . Melaksanakan pemeliharaan alat/ perangkat sistem informasi kesehatan; 
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1. Melaksanakan pengadaan alat/ perangkat sistem informasi kesehatan dan 
jaringan internet; dan 

J. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Data dan Informasi Kesehatan; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 5 
Bidang Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha 

Pasal 16 

(1) Bidang Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat U saha 
sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan 
fasilita s kesehatan dan tempat usaha masyarakat yang memiliki risiko dam pak 
keseh a tan 

(2) Dala m menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana d imaksud pada a. at (1) , 
Bidan g Pengawasan Fasilita s Pelayanan Kesehatan dan Tempa t U saha 
mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraa n penyusunan bahan kebijakan pengawasan fasilitas 

kesehatan dan tempat usaha masyara kat yang m emiliki risiko dampak 
keseh ata n ; 

b. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan pengawa san terhadap 
mutu pelayanan dan tata kelola Fasilitas Pelayanan Kesehatan ; 

c. Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasa n serta tindak lanjut 
pem berian izin usaha m asyarakat bidang farmasi dan alat kesehatan; 

d. Penyelenggara a n Pengawasan makana n minu man pada industr i rumah 
tangga dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 

(3) Dalam menyelenggaraka n tugas pokok , Bida ng Pengawasan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha sebagaimana dimaksu d pada ayat (1) 
mempunyai r incian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Pengawa san Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha; 
b. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan pen gawasan fasilitas 

kesehatan dan tempat usaha masyarakat yang memiliki risiko dampak 
kesehatan; 

c. Menyelenggarakan pengawasan dan tindak lanjut perizinan rumah sakit 
kelas C dan D; 

d. Menyelenggarakan peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas 
pelayanan kesehatan lain tingkat Daerah; 

e. Menyelenggarakan penyusunan peningkatan mutu pelayanan fasilitas 
kesehatan; 

f. Menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan 
kesehatan rujukan; 

g. Menyelenggarakan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan 
dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); 

h. Menyelenggarakan pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi 
alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga 
kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga; 
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1. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut 
pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor 
P-IRT; 

J. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut 
pengawasan penerbitan sertifikat laik; 

k. Menyelenggarakan pemeriksaan, pengelolaan data dan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman 
industri rumah tangga; 

1. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengawasan 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha; dan 

m. Menyelenggarakan tu gas kedinasan lainnya. 
(4) Bidang Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha, terdiri 

atas: 
a. Seksi Pengawasan Mutu Pelayanan Kesehatan; 
b. Seksi Pengawasan Usaha Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan 
c. Seksi Pengawasan Usaha Makanan dan Minuman. 

Pasal 17 

(1) Seksi Pengawasa n Mutu Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 
bahan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan ruju kan dan 
pengawasan terhadap mutu pelayanan dan tata kelola fasilitas pelayanan 
kesehatan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Pengawasan Mutu Pelayanan Kesehatan m empunyai rincian tugas 
melipu ti : 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebij a kan teknis 

lingkup Seksi Pengawasan Mutu Pelayana n Kesehatan; 
b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pelayanan keseha tan rujukan 

dan pengawasan terhadap mutu pelayanan dan tata kelola fasilitas 
pelaya nan kesehatan; 

c. Melaksa nakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut 
pengawasan perizinan rumah sakit kelas C dan D; 

d. Melaksanakan peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan 
kesehatan tingkat Daerah; 

e. Melaksanakan peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan; 
f. Melaksanakan penyusunan program kerja pengawasan mutu pelayanan 

kesehatan; 
g. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pengawasan 

mutu pelayanan kesehatan; 
h. Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan mutu pelayanan 

kesehatan; 
1. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis 

pengawasan mutu pelayanan kesehatan; 
J. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, 

pelaksanaan fasilitasi mutu; 
k. Melaksanakan fasilitasi pengawasan mutu pelayanan kesehatan pnmer, 

meliputi mutu pelayanan; 
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1. Melaksanakan fasilitasi pengawasan mutu pelayanan kesehatan rujukan, 
meliputi mutu pelayanan; 

m. Melaksanakan perumusan bahan regulasi dan kebijakan pelayanan 
kesehatan rujukan; 

n . Melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan; 
o. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evalu asi dan pelaporan 

hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengawasan Mutu Pelayanan 
Kesehatan; dan 

p. Melaksanakan tugas k edinasan lainnya . 

Pasal 18 

(1) Seksi Pen gawasan Usaha Kefarmasian dan Alat Kesehatan sebagaimana 
dimaksu d dalam Pasal 16 ayat (4 ) huruf b mempunyai tugas pokok 
m elak sanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengend alian 
dan pengawasa n serta tindak la njut pemberian pemberian izin usaha 
masyara kat b ida ng farmasi dan alat kesehatan sertifikat produ k s i alat 
keseh ata n kelas 1 ter tentu dan PKRT kelas 1 terten tu perusahaa n rumah 
tangga. 

(2) Dalam m enyelenggarakan tuga s p okok seba gaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Pen gawasan U s a ha Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai r incian 
tugas meliputi: 
a. Melaksana kan p enyusunan bahan p erencanaan d an kebijakan teknis 

lingkup Seks i Pengawa san Usah a Kefa rmasian dan Alat Kesehata n; 
b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengendalian dan pengawasan 

serta tindak lanjut pemberian pemberian izin usaha m a syaraka t bidang 
farmasi dan a la t kesehatan ser t ifikat produksi alat kesehata n kelas 1 
terten tu dan pkrt kelas 1 tertentu perusa h aan rumah tangga; 

c . Melak sanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut 
pengawa san perizin a n a potek, toko obat, toko alat k esehatan dan optikal, 
usaha m ikro oba t t radisional (UMOT); 

d. Melaksanakan penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak 
lanjut p engawa san izin a potek , toko obat, toko a la t keseh a tan dan optikal, 
usaha mikro obat tradisional (UMOT); 

e. Melaksanakan fasilitasi pemenuh an komitmen izin apotek, toko obat , toko 
alat kesehatan dan optikal, usa h a mikro obat tradisional (UMOT); 

f. Melaksanakan penerbitan sertifikat produk si untuk sarana produksi alat 
kesehatan kelas 1 ter tentu dan perbekala n kesehatan rumah tangga kelas 1 
tertentu perusahaan rumah tangga; 

g. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut 
pengawasan sert ifikat produksi alat kesehatan kelas 1 terten tu dan pkrt 

kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga; 
h . Melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut 

pengawasan perbekalan kesehatan ruma h tangga kelas 1 tertentu 
perusahaan rumah tangga; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi d an pelaporan 
hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengawasan Usaha Kefarmasia n dan 

Alat Kesehatan; dan 
J. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Pasal 19 

(1) Seksi Pengawasan Usaha Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan 
makanan minuman pada industri rumah tangga dan tempat pengelolaan 
makanan (TPM) 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Pengawasan Usaha Makanan dan Minuman mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis 

lingku p Seksi Pengawasan Usa ha Makanan dan Minuman; 
b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengendalian dan pengawasan 

makanan minuman pada industri rumah tangga dan tempat pengelolaan 
makanan (TPM); 

c. Melaksanaka n pen genda lian dan pengawasan serta tindak lanjut 
pengawasa n sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan n omor 
P-IRT sebagai izin produksi, u n tu k produk m a kanan minuman tertentu 
yan g dapat diproduksi oleh indu stri rumah tan gga; 

d. Melaksan a kan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan 
makanan (TPM); 

e. Melaksanakan pen gendalia n dan pen gawa sa n serta tin dak lanjut 
pengawasan penerbitan sertifikat laik; 

f. Melaksan a kan penerbitan stiker pembinaan pa da m aka n an jajan an dan 
sentra makanan jajan an; 

g. Melak san akan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut 
penerbita n stiker pem binaan pada maka nan jajanan da n sentra m akanan 

JaJan an; 
h. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan tin dak lanjut 

hasil pem eriksaan post market pada produksi dan produ k makanan 
minuman industri rumah tangga; 

1. Pemeriksaan post market pada produk m akanan min u man industri rumah 
tangga yang beredar dan pengawa san serta tindak lanjut pengawasan; 

J. Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan penzman 
industri rumah tangga; 

k. Melaksanakan penyusunan bah an peman tauan, evaluasi dan pelaporan 
hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pen gawasan Usaha Makanan dan 
Minuman; dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 6 
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 

dan Pemberdayaan Masyarakat 

Pasal 20 

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas 
pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan dan 
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pengembangan sumberdaya manusia kesehatan serta pemberdayaan 
masyarakat dalam upaya kesehatan 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan dan 

pengembangan sumberdaya manUSIa kesehatan serta pemberdayaan 
masyarakat dalam upaya kesehatan; 

b. Penyelenggaraan perencanaan, p menuhan dan pendayagunaan serta 
pengembangan sumber daya kesehatan; 

c. Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Praktek Tenaga Kesehatan; 
d. Penyelen ggaraan promosl kesehatan, advoksi, kemitraan dan 

pen gembangan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam u paya 
kesehatan. 

(3) Dala m menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) m empunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Pen gembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat; 

b. Menyelenggara kan penyusunan bahan kebijakan pengelolaa n dan 
pengembangan sumberdaya manusia kesehatan serta pem berdayaan 
masyarakat dalam upaya kesehata n; 

c. Menyelenggarakan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan 
kebutuhan , distribusi dan pemerataan kuantitas dan kualfikasi sumber 
daya m anusia kesehatan; 

d. Menyelenggarakan koordina si pemenu han kebutuhan su m berdaya 
manusia kesehatan; 

e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan su m berdaya manusia 
kesehatan; 

f. Menyelenggarakan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi 
teknis sumber daya manusia keseh atan tingkat Daerah; 

g. Menyelenggarakan pengendalian perizinan praktik ten a ga kesehatan; 
h. Menyelenggarakan verifikasi dan memberikan rekomendasi perijinan nakes; 
1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta 

tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan; 
J. Menyelenggarakan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran 

serta masyarakat, lintas program dan lintas sektor; 
k. Menyelenggarakan promosi kesehatan untuk peningkatan upaya promotif 

preventif berbasis masyarakat; 
1. Menyelenggarakan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan 

Bersumber daya Masyarakat (UKBM); 
m. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Masyarakat; dan 
n. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

pelaporan Bidang 
dan Pemberdayaan 
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(4) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat, terdiri atas: 
a. Seksi Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan; 
b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan; dan 
c. Seksi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat. 

Pasal21 

(1) Seksi Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a mempunyai tugas 
pokok melaksanakan penYlapan bahan perumusan dan pelaksanaan 
perencanaan, pemenuhan, pendayagunaan dan pembinaan serta 
pengemba ngan sumber daya kesehatan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 
mempunyai rincian tugas meliputi: 
b. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijaka n teknis 

Iing.kup Seksi Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kesehatan; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, pemenuhan, 
pendayagunaan dan pembinaan serta pengembangan sumber daya 
kesehatan; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan data dan informasi sumber daya manusia 
kesehatan; 

e. Melaksanakan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan, 
distribusi dan pemerataan kuantitas dan kualfikasi sumber daya manusia 
kesehatan; 

f. Melaksanakan koordinasi pemenuhan kebutuhan sumberdaya manUSIa 
kesehatan ; 

g. Melaksanakan, pembinaan dan pengawasan sumberdaya manUSla 

kesehatan; 
h . Melaksanakan pengembangan mutu sumber daya manu sia kesehatan 

tingkat Daerah; 
1. Melaksanakan pengembangan pendidikan dan pela tihan sumber daya 

manusia kesehatan tingkat Daerah; 
J. Melaksanakan koordinasi dan penilaian dengan organisasi profesi sumber 

daya manusia kesehatan tingkat Daerah; 
k. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemenuhan dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal22 

(1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian 
dan pengawasan serta pembinaan praktek tenaga kesehatan. 
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Pengendalian dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan mempunyai 
rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis 
lingkup Seksi Pengendalian dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pengendalian dan pengawasan 
serta pembinaan praktek tenaga kesehatan; 

c. Melaksanakan pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan; 
d. Melaksanakan verifikasi dan memberikan rekomendasi perijinan tenaga 

kesehatan; 

e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak 
lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan; 

f. Melaksanakan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengendalian dan Pengawasan 
Praktik Tenaga Kesehatan; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 23 

(1) Seksi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan promosi kesehatan, a dvokasi, 
kemitraan dan pengembangan par tisipasi serta pemberdayaan masyarakat 
dalam upaya kesehatan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) 
Seksi Pengembangan Pemberdayaan Masyara kat mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis 

lingkup Seksi Pengembangan Pemberdayaan Ma syarakat; 
b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan promosi kesehatan, 

pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya 
kesehatan; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat dalam 
rangka menciptakan keluarga sehat yang berbudaya perilaku hidup bersih 
dan sehat berdasarkan atas kebijakan Daerah maupun kebijakan 
nasional; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat dalam 
rangka membangun desa siaga; 

e. Melaksanakan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran 
serta masyarakat dan lintas sektor; 

f. Melaksanakan promosi kesehatan untuk peningkatan upaya promotif 
preventif berbasis masyarakat; 

g. Melaksanakan penyusunan bahan kegiatan pembudayaan gerakan 
masyarakat hidup sehat; 

h. Melaksanakan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan; 
1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dalam pengembangan dan 

pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM); 
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J. Melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan penguatan m edia KIE 
untuk UKBM; 

k. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengembangan 
Pemberdayaan Masyarakat; dan 

l. Me1aksanakan tugas kedinasan lainnya . 

Paragraf 7 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasa1 24 

(1) Pengisian Kelompok J a batan Fungsion a l sebagaimana dim aksud dalam Pasal 
2 huruf g berdasarkan bidang keahlian danl a tau keterampilan terten tu serta 
bersifat mandiri yang dibutuhkan da lam rangka menunjang tugas s ,suai 
kewenangannya. 

(2) Jum lah tenaga fun gs ional dan jenis Kelompok Jabatan Fu n gsional 
sebagaim ana d imaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuh an dan 
beban kerja yang dituangkan dalam keputusan bupati. 

(3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana d imaksu d pada 
ayat (1), diatur berda sarkan peraturan perundang-undangan . 

(4) Rincia n tugas Kelompok Jabatan Fu n gsional diatur sesuai dengan pera turan 
perundang-undangan. 

Paragraf 8 
Ru m a h Sakit Daerah 

Pasal 25 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susun an organisasi, tugas dan 
fungsi Rum a h Sakit Daerah sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h , d iatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

Paragraf 9 
Un it Pelaksana Teknis Daerah 

Pasa126 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentu kan, susunan organisasi, tu gas dan 
fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dima ksud dala m Pasal 2 huruf 
i, diatur lebih lanjut dengan Pera turan Bupati tersendiri. 

BABIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 27 

Pad a saat mulai berlakunya Peraturan Bupati mI, pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 
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BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati in i, maka: 
a . Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 ten tang Tugas dan Fungsi Dinas 

Kesehatan dan Pengendalian Penduduk; dan 
b . Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Dinas 

Kesehatan dan Pengendalian Penduduk; 
dicabut dan dinyataka tidak ber aku. 

Pasal29 

Peraturan Bupati ini mulai erlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setia p orang mengetahuinya, m emerintahkan pengundangan Pera tu ran 
Bupati in i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya . 

Diundangkan di Sin gaparna 

pada tanggal 27 Agustus 20 2 1 

ASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparn a 
pada tanggal 27 Agustu s 2021 

TEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 52 


